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PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 8 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
II BLORA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Blora Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan 
Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak 
Penerangan Jalan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik ldonesia 
Nomor 3209 ); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048 ); 



\ 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor3987 ); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389 ); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai 
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138 ); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 
6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Ungkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Blora Nomor 
4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1998 
Nomor 8 Seri A Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

Menetapkan 

BUPATIBLORA 

M EMUTUSKAN: 

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KA8UPATEN DAERAH TINGKAT H 
BLORA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN. 
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Pasal I 

Seberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Slora Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 3) diubah 
sebagai berikut : 

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Slora. 

2. 

3. 

4. 

Pemerintah Daerah adalah Supati dan perangkat daerah sebagai unsure 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

Supati adalah Kepala Daerah Kabupaten Slora. 

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

5. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan pembangunan daerah. 

6. Perusahaan listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN 
(Persero). 

7. Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak daerah 
atas penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan 
jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran pajak yang terutang, terrnasuk pemungut atau 
pemotong pajak tertentu. 

9. Sadan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya. 
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1 0. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari 
pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak 
ada kredit pajak. 

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ atau denda. 

18. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Blora. 

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus ofeh Undang­
Undang untuk melakukan penyidikan. 

20. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan. 

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara 
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
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2. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

(1) Nama Pajak adalah Pajak Penerangan Jalan. 

(2) Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang 
tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 
daerah. 

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN. 

3. Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 {satu) ayat 
yakni ayat {2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal5 

(1) Dasar pengenaan pajak nilai jual tenaga listrik. 

(2} Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN yang 

dipungut pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besamya tagihan 
biaya penggunaan tenaga listrik / rekening listrik; 

b. dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang tidak 
dipungut pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan 
kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik 
serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah. 

(2a) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan munyak bumi dan gas 
alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). 

flt (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada harga 
satuan yang berlaku PLN. 

4. Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan diantara ayat (2) dan ayat 
(3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat {2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut : 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

Pasal30 

(2a) Pelaksana teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2b) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Peraturan Daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(3) Dihapus. 
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5. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XIV A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB XIVA 

BIAVA PEMUNGUTAN 

Pasal 30 A 

(1) Biaya pemungutan pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

(2) Biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diperhitungkan atas dasar prosentase realisasi penerimaan pajak yang 
disetor ke Kas Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemungutan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

6. Pasa1 31 ayat (1) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 
(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan." 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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;, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. 

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 2 5 Jul 1 2 007 

,--- _WAKIL BUPATI BLORA, ~ 

~-
j.. :VUDHI SANCOYO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 8 
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I. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 8 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERA TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
11 BLORA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

PENJELASAN UMUM 

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu 
mengadakan peninjauan dan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan 
Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Pajak Penerangan jalan, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 
saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur perubahannya dalam 
Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 . 
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